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BAB III
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Tenaga Kerja
Adapun mengenai ketenagakerjaan adalah menyangkut secara
keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa
ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
Dengan demikian maka ketenagakerjaan tersebut adalah tenaga kerja
yang menyangkut dengan aspek dimulai dari masa sedang mencari pekerjaan,
sedangkan melakukan pekerjaan di semua sector, sampai dengan
diberhentikan dari pekerjaan, dan kembali sebagai pencari kerja.
Sedangkan berbagai teori dan konsep tenaga kerja itu sendiri yang
ditemui di dalam literature secara umum adalah semua orang atau penduduk
usia kerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan,
sebagaimana yang disampaikan oleh Darza, bahwa tenaga kerja adalah bagian
dari penduduk usia kerja secara fisik dan mental mampu melakukan pekerjaan,
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau
jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (secara umum usia 15 tahun atau
lebih).1
1Darza. Z.A, Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Delina Baru, 1995), h.114
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Jadi tenaga kerja identik dengan penduduk di suatu Negara yang dapat
memproduksi barang dan jasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Subri,
bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun)
atau jumlah penduduk dalam suatu Negara yang dapat memperoduksi barang
dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja.2
Sedangkan menurut Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah
menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha
kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang
mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik
kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia
tersebut dinamakan tenaga kerja, secara singkat tenaga kerja didefinisikan
sebagai penduduk dalam usia kerja.3
Sedangkan tenaga kerja secara umum adalah setiap orang, tidak
membedakan antara laki-laki dengan perempuan, baik tetap ataupun tidak,
menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
Tenaga kerja tersebut perlu diberikan pelayanan oleh lembaga publik
yaitu pemerintah, terutama dalam hal penempatan, sehingga dapat
memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh
2Subri Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT.Raja Grasindo Pusaka,
1996), h.57
3Simanjuntak Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994), h.1
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karena itu pelayanan publik terhadap tenaga kerja ini perlu adanya aturan atau
kebijakan agar dapat dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan.
B. Bentuk dan Perlindungan Tenaga Kerja
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
dinyatakan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, bahwa pembangunan
ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk
mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur,
dan merata, baik materil maupun spiritual.
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas
keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Di
sini terlihat bahwa pembangunan ketenagakerjaan diatur dan ditentukan
melalui peratuan perundang-undangan yang harus dilaksanakan di daerah,
karena daerah sudah diberi kewenangan untuk mengatur kondisi dan keadaan
daerahnya sendiri sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat,
termasuk pengaturan mengenai ketenagakerjaan.
Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan
asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata.
Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut
multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah,
pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh karenanya pembangunan ketenagakerjaan
33
dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.
Jadi asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi
fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.4
Tujuan dari hukum ketenagakerjaan ialah:
a. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang
ketenagakerjaan.
b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas
dari pengusaha.
Dari tujuan di atas menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus
menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait
dalam proses produksi, untuk dapat mencapai ketenangan bekerja dan
kelangsungan berusaha. Di samping itu juga upaya untuk melindungi tenaga
kerja, yang kerap kali terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap
pekerja/buruh. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara
komprehensif dan konkrit dari pemerintah.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa
pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:
1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
4Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2009), h.9
34
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan, dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.5
Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja
dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Atas
dasar itulah, maka hukum ketenagakerjaan bersifat privat (perdata). Di samping
itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah tertentu
diperlukan campur tangan pemerintah, karenanya hukum ketenagakerjaan
bersifat publik, baik yang terkait dengan aspek hukum tata usaha negara
maupun hukum pidana.
Sifat hukum ketenagakerjaan juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu
bersifat imperative  dan bersifat  fakultatif.  Hukum   bersifat   imperatif
(hukum  memaksa) artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh
dilanggar.6
Guna terlaksananya hak-hak pekerja ada beberapa syarat, yaitu sebagai
berikut:
1. Adanya pengetahuan dan pemahaman para pekerja terhadap hak-hak
mereka yang telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
2. Hak tersebut dipandang dan dirasakan oleh para pekerja sebagai sesuatu
yang esensial untuk melindungi kepentingan mereka.
5Ibid, h.9
6Ibid, h.10
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3. Adanya prosedur hukum yang memadai yang diperlukan guna menuntut
agar para pekerja itu tetap dihormati dan dilaksanakan.
4. Adanya kecakapan dari para pekerja untuk memperjuangkan dan
mewujudkan haknya.
5. Adanya sumber daya politik yang memadai yang diperlukan oleh para
pekerja guna memperjuangkan perwujudan hak mereka.7
Dari pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa hukum
ketenagakerjaan dapat bersifat perdata dan juga dapat bersifat publik, karena
masalah ketenagakerjaan ini bukan masalah pribadi saja tetapi juga ada
hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mendata
jumlah tenaga kerja, baik yang sudah ditempatkan maupun yang belum
mendapatkan pekerjaan, karena setiap manusia menurut ketentuan konstitusi
harus mendapatkan penghidupan yang layak. Oleh karena itu maka setiap
orang harus mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, dengan
penghasilan yang diperoleh tersebut maka akan dapat dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
C. Jamsostek
Jaminan social dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam
pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat
dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh
sentanoe kertonegoro (1996:25) dikelompokkan dalam empat bagian usaha
utama sebagai berikut :
7Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.18
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1. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-
usaha dibidang kesehatan, keagamaan, pendidikan bantuan hukum, dan
lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan social (Social
Service).
2. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan
untuk bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita
cacat, dan berbagai ketentuan yang dapat disebut bantuan social (Social
Asisstance) .
3. Usaha-usaha yang berupa pembinaan dalam bentuk perbaikan gizi,
perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan
sebagai sarana social (Social Infra Structure).
4. Usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus
ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga
pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko social ekonomis,
digolongkan dalam Asuransi Sosial (Social Insurance).8
Dengan mencakup usaha-usaha tersebut diatas, maka secara defenitif
pengertian jaminan social secara luas dapat jumpai dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok jaminan sosial, pasal
2 ayat (4) sebagai berikut : “Jaminan sosial sebagai perwujudan sekuritas
sosial adalah seluruh sistem sosial perlindungan dan pemeliharaan
kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah
dan/atau masayarakat guna memelihara taraf jaminan sosial”.
8 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja : Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja (Jakarta :
PT. Raja Gafindo Persada : 2007), h.102
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan social
Nasional, dalam pasa 1 angka1 menyatakan bahwa jaminan social adalah:
“suatubentuk perlindungan social  untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak”.
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja dirumuskan
sebagai berikut: “jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari
sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai
akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”
Jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992, mengatur 4 program pokok yang harus
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PT (Persero) Jamsostek, dan
kepada perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit sepuluh orang pekerja
atau membayar upah paling sedikit Rp. 1000.0000,00 sebulan wajib wajib
mempekerjakan pekerja/buruhnya kedalam program Jamsostek. Keempat
program tersebut adalah :
1. Jaminan kecelakaan kerja
2. Jaminan kematian.
3. Jaminan hari tua,dan
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan.9
9 Ibib, h. 105
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D. Keselamatan dan kesehatan kerja
Keselamatan kerja merupakan salah satu hak pekerja/buruh yang diatur
dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi
dengan sistem managemen perusahaan.
Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan
yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab,
prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan
dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan
produktif.10
Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi
keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang
optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan
rehabilitasi. Begitu pentingnya keselamatan kerja ini bagi tenaga kerja, maka
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur dalam Pasal 86 ayat (1), yaitu :
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas :
a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
10 Pejelasan Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
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b. Moral dan kesusilaan dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusiaserta nilai-nilai
agama.
Ketentuan tentang keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang
No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja yang
dimaksud adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat,
di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada
di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (Pasal 2 ayat (1)).
Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat
kerja dimana :
a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,perkakas,
peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan
kecelakaan, kebakaran atau peledakan.
b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau
disimpan bahan atau barang, yang dapat meledak, mudah terbakar,
menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau
pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan-
bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan
sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.
d. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan
hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan
dan lapangan kesehatan.
40
e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau
bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik
dipermukaan atau di dalam bumi, maupun didasar perairan.
f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan,
melalui terowongan, di permukaan air dalam air maupun di udara.
g. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok,
stasiun atau gudang.
h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam
air.
i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau
perairan.
j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau
rendah.
k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah,
kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau
terpelanting.
l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang.
m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap,
gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi suara atau getaran.
n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.
o. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi,
atau telepon.
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p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset dan
observasi dengan menggunakan alat teknik.
q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau
disalurkan listrik, gas, minyak atau air.
r. Diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi
lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
E. Kesejahteraan
Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, perusahaan wajib
untuk untuk menjamin kesejahteraan dari tenaga kerja, Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 telah mengatur sebagai berikut:
1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan
sosial tenaga kerja. (Pasal 99 ayat(1)).
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya,
pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan yang meliputi
pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan
pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olahraga, fasilitas kantin,
fasilitas kesehatan dan fasilitas rekreasi tentunya penyediaan fasilitas
tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh
dan ukuran kemampuan perusahaan. (Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2)).
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dibentuk koperasi
pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan yaitu kegiatan
yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan diluar upah. (Pasal
101 ayat (1).
